
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
NOMOR 18 TAHUN 2023 

TENT ANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 12 TAHUN 2017 

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 
a. bahwa sesuai dengan perkembangan harga pasar saat ini 

terhadap belanja rumah tangga dan kenaikan harga 
kebutuhan pokok, maka berdampak pada kegiatan belanja 
rumah tangga pimpinan DPRD Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan sehingga Peraturan Bupati Pangkajene dan 
Kepulauan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu 
disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangkajene 
dan Kepulauan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; 

1. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan 

· Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negarta 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Tahun 2017 Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 11 Tahun 2021 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11); 



Menetapkan 

15. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 42 
Tahun 201 7 ten tang Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 
Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 42 
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 47). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE 
DAN KEPULAUAN. 

Pasal 1 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 42 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nornor 4 7) 
diubah sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 9 

Besaran belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta 

rupiah) per bulan; dan 
b. Para Wakil Ketua DPRD sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh 

satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

Ditetapkan di Pangkajene 
pada tanggal g JU'11 2c2� 
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 

Diundangkan di Pangkajene 
pada tanggal 9 J1An·1 2.o'.2.3 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
TAHUN 2023 NOMOR rs 
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